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di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."”

! Al-Qur’an, 3:73.
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ABSTRAK
Najahi Majid, 2020: STATUS PERSAKSIAN NON-MUSLIM (STUDI
KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

Kesaksian merupakan satu kesatuan dari pembuktian yang sangat penting,
maka saksi itupun memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjaga keobjektifitasan
dari kesaksian yang mereka berikan. Pada dasarnya beragama islam merupakan
syarat mutlak bagi seorang saksi. Akan tetapi dalam Negara yang memiliki
berbagai agama akan menimbulkan banyak persoalan baru yang perlu diadakan
pengkajian lebih lanjut. Sedang di Indonesia sendiri yang mana pembuktian itu
diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata tidak hanya mengatur
khusus, hanya untuk satu agama saja, namun mengatur secara menyeluruh.

Fokus masalah yang diteliti dalam Skripsi ini adalah 1) Bagaimana Status
persaksian menurut hukum Islam dan hukum perdata? 2) komparasi antara hukum
Islam dengan hukum perdata terkait dengan persaksian non muslim?. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui status persaksian non Muslim baik dalam
hukum Islam maupun Hukum Perdata serta untuk mengetahui komparasi antara
hukum Islam dan hukum perdata terhadap status saksi non muslim.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut Penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research)
dengan jenis penelitian Hukum Normatif yang dalam hal ini, menggunakan
pendekatan doctrinal research dan perbandingan hukum untuk menggali data
tentang Status persaksian Non Muslim baik dari segi hukum Islam maupun
hukum Perdata, selain itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data berupa teknik dokumentasi dari Undang-undang maupun kitab-kitab hukum.

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, persaksian non Muslim menurut
hukum Islam dari pendapat empat madzhab yaitu Imam Hanafi dan Imam
Hambali membolehkan persaksian non muslim perkara wasiat dalam musafir,
dalam hal persaksian non muslim dalam keadaan darurat Imam Syafi’l, Imam
Maliki dan Imam Hanafi menolak, sedangnkan Imam Hambali membolehkan,
dari segi persaksian sesame non musli hanya Imam Hanafi saja yang
membolehkan. Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata dalam Pasal 1911 KUH
Perdata hanya dijelaskan sebatas saksi yang harus dsumpah menurut Agamanya
masisng-masing sebelum menyampaikan keterangannya. Ketiga, Komparasi
antara hukum Islam dengan Hukum Acara Perdata terhadap persaksian non
Muslim adalah adanya asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau
landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang yang diterapkan oleh
hukum perdata, selain itu, hukum Islam sebagai hukum yang hidup dimasyarakat
Indonesia senyampang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada
masih bisa diterapkan dan di komparasikan.

Kata kunci : Persaksian NonMuslim, Komparasi, Hukum Islam, Hukum Perdata.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta
membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi
kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah
mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam
ke dalam hukum nasional, sepanjang hukum Islam itu sesuai dengan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus
umat Islam dengan kata lain, dalam pembangunan hukum nasional, hukum
Islam, di samping hukum- hukum yang lain akan menjadi salah satu
sumber bahan baku pembentukan hukum nasional, dapat berperan aktif
dalam proses pembinaan hukum nasional dan merupakan bagian dari hukum
nasional yang ditunjuk oleh peraturan per- undang-undangan seperti hukum
perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf yang telah dikompilasikan
(1988), hukum zakat dan sebagiannya.Untuk menegakkan hukum Islam
yang telah berlaku menjadi hukum positif itu, sejak tahun 1882 didirikan
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura®.

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan
bermasyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat

diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya konflik tersebut menimbulkan

! H.Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum, Ctk.
Kesebelas, (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2004), 272.



ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua
belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak
melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan
sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-
haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa
haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hidup berbangsa, bersuku-suku, serta hidup dalam multi agama
seperti di Indonesia saat ini, sudah bukan rahasia lagi masyarakat hidup
berbaur satu sama lain. Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas
beragama Islam, maka dalam pembangunan hukum nasional di negara
Indonesia unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam
perjalanan sejarah dapat kita ketahui bahwa hidup manusia itu dapat
dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang bisanya disebut dengan
hidup bermasyarakat, dan sampai saat ini manusia untuk mempertahankan
hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lain. Baik pergaulan antara laki-
laki dengan perempuan, antar negara, maupun pergaulan antara orang Muslim
dan non-Muslim. Sistem hukum 1 isyarakat memiliki karakter, sifat dan
ruang lingkup sendiri.? Begitu juga dengan sistem hukum dalam Islam
memiliki sistem hukum sendiri yang biasa dikenal dengan hukum Islam.

Sebagaimana hukum yang berkembang dan tumbuh sesuai dengan keadaan

% Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 135.



masyarakat setempat, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang sering
dipakai oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.?

Suatu perkara atau sengketa yang diselesaikan di dalam Pengadilan
baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tentu diperlukan adanya
pembuktian untuk menguatkan alasan atau dalil dalil yang didakwakan, dan
adapun pembuktian tersebut salah satunya bukti saksi. Di dalam Islam itu
sendiri seringkali kita mendengar bahwa seorang yang dijadikan sebagai saksi
hendaknya Islam, sedang di Indonesia itu sendiri merupakan Negara multi
agama yang terdiri dari beberapa agama tidak hanya islam saja serta dengan
pluralism hukum sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila dikaitkan
dengan ketentuan islam bahwa saksi hendaknya beragama Islam hal ini akan
mengundang banyak pro dan kontra bagi mereka yang beragama selain Islam.

Kesaksian merupakan satu kesatuan dari pembuktian yang sangat
penting, maka saksi itupun memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjaga
keobjektifitasan dari kesaksian yang mereka berikan. Pada dasarnya beragama
islam merupakan syarat mutlak bagi seorang saksi. Akan tetapi dalam Negara
yang memiliki berbagai agama akan menimbulkan banyak persoalan baru
yang perlu diadakan pengkajian lebih lanjut. Sedang di Indonesia sendiri yang
mana pembuktian itu diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata
tidak hanya mengatur khusus, hanya untuk satu agama saja, namun mengatur

secara menyeluruh.

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :
Kencana, 2005), 247.



Adanya saksi non muslim yang diakibatkan pembauran antara
masyarakat muslim dengan penganut masyarakat non muslim, hal ini
berkaitan dengan hubungan social dimasyarakat dan tidak terlepas persoalan
seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai hubungan dekat
dengan warga lainnya khususnya tetangga. Bila seseorang berperkara cerai di
pengadilan agama tentunya pihak yang dapat di mintai keterangan saksi orang
yang betul-betul mengetahui sehari—sehari bila seseorang terjadi persoalan
dalam rumah tangganya, tentunya pihak yang di mintai jadi saksi itu salah
satunya ialah tetangganya. Andaikan tetangganya yang dekat dengan
berperkara adalah non muslim, maka seharusnyalah dapat menjadi saksi bagi
seseorang berperkara di pengadilan agama, karena dia lebih dekat dan
mengetahui adanya persoalan dalam rumah tangga. Peran peradilan agama
sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara orang yang beragama
Islam dalam hal berkaitan dengan persolan yang terkait dalam perdata Islam.
Pada awalnya peran peradilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf dan
sedekah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal
2 dan 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989”.'Bila dilihat dari Pasal 2 dan 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat di jelaskan bahwa undang-
undang ini semata-mata di khususkan bagi para pihak yang beragama Islam

dalam berperkara di peradilan agama. Padahal dalam kaitan dengan hubungan

* Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



sosial di masyarakat bisa saja pihak yang beperkara di peradilan agama
berkaitan dengan pihak diluar agama Islam. Dalam hal perkembangan sosial
dimasyarakat menjadikan Undang-Undang Nomr 7 Tahun 1989 yang akhirnya
direvisi pada tanggal 20 Maret Tahun 2006 merubah Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang peradilan agama. Di dalam ketentuan undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 ini dapat diberikan pengertian orang-orang non muslim
mengikatkan dirinya dalam perjanjian-perjanjian yang menggunakan dasar
hukum syariah juga termasuk kompetensi pengadilan Agama. Misalnya
seorang non muslim menginvestasikan hartanya pada reksa dana syariah,
maka antara orang muslim tadi dengan pihak pengelola reksa dana syariah
terikat dalam perjanjian yang telaah mereka sepakati bersama. Apabila
dikemudian hari timbul sengketa non muslim tadi berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan agama.

Masih dipakainya sumber hukum acara perdata khususnya
menyangkut alat bukti saksi dalam peradilan agama, dapat memungkinkan
saksi dari non muslim dalam memberikan pembuktian di peradilan agama. Hal
ini sebagaimana di sebutkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa hukum hukum acara

yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku



dipengadilan umum®. Sedangkan dalam hukum acara perdata tidak
menentukan saksi dari latar belakang agama, akan tetapi dalam hukum acara
perdata bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan hakim
dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu
pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan. Jadi yang menjadi
permasalahan terhadap persoalan saksi non muslim dalam beracara di
peradilan agama adalah menyangkut kejelasa kedudukannya sebagai alat
bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata maupun dari segi pandangan
Islam agar tidak terjadi perbedaan pandangan menyangkut kedudukan saksi
non muslim.

Dari satu problem di atas maka disini akan terjadi sebuah hal-hal yang
dirasa penting untuk diteliti terhadap kedudukan Saksi Non-Muslim yang
beracara di Pengadilan serta terhadap status persaksian tersebut jika
dikomparasikan atara hukum Islam dan hukum perdata yang ada di Indonesia
itu sendiri. Hal ini sangat menarik untuk dibahas lebih jauh. Adanya suatu
perbedaan antara hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia itu
sendiri, maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut. Sehingga peneliti
tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Status Persaksian non

muslim (Studi komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

® Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



B. Fokus Penelitan
Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus
kajian® Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas
maka penelitian ini difokuskan pada:
1. Bagaimana status persaksian non muslim menurut hukum Islam dan
hukum perdata?
2. Bagaimana Komparasi antara hukum Islam dengan hukum perdata
tentang persaksisan non muslim?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan status pembuktian saksi non muslim menurut
hukum Islam dan hukum perdata.
2. Untuk mendeskripsikan komparasi antara hukum Islam dengan hukum
perdata tentang persaksisan non muslim.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian dengan judul Status
persaksian Non Muslim (Studi komparasi antara Hukum Islam dan Hukum
Perdata) adalah :

1. Secara Teoritis

® Tim Penyususn, Pedoman Karya Tulis llmiyah (Jember : IAIN Jember Pers, 2017), 50.



a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan
wawasan keilmuwan tentang Saksi non-Muslim dalam perspektif
Hukum Islam dan Hukum Perdata bagi para pembaca.

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian
selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian ini tidak
berhenti sebagaimana pada tema yang telah diangkat oleh peneliti
saat ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah
yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.

b. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen
ilmiyah yang mampu dibaca di kalangan pemerintahan dan para
pembuat hukum agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
membentuk peraturan yang lebih jelas lagi terhadap kedudukan saksi
non-Muslim dalam segi peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
wawasan dan pengetahuan yang lebih terhadap kedudukan
pembuktian saksi no-muslim.

Dari beberapa manfaat yang telah Peneliti paparkan di atas, disinilah
harapan peneliti agar hasil penelitian ini mampu menjadi salah satu
jembatan untuk menganalisis tentang Status Persaksian Non-Muslim
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata).

E. Definisi Istilah



1. Saksi Non-Muslim

Saksi non-Muslim terdiri dari dua kata yaitu kata “saksi” dan “non-
Muslim”. Adapun kata “saksi” berarti orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan
tertentu tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan di
alami sendiri.” Dalam Bahasa Arab Saksi disebut dengan
Syahadah,orang yang menjadi saksi disebut Syahid (saksi laki-laki)
atau Syahidah (saksi perempuan) yang berarti menyampaikan sesuatu
yang ia ketahui melalui kesaksian, memberikan kabar yang pasti dan
menyaksikan dengan mata kepala sendiri.2 Namun dalam pengertian ini
saksi yang dimaksud difokuskan pada perkara perdata saja. Sedangkan
non-muslim dapat dipahami sebagai gabungan dari kata “non” yang
berarti tidak atau bukan, dan “muslim” yang berarti penganut agama
Islam. Sehingga non-muslim berarti bukan penganut agama Islam.

Jadi, saksi non-muslim berarti bahwa seseorang yang dijadkan sebagai
saksi di Pengadilan yang bukan dari golaongan orang-orang Islam.

2. Komparasi

Komparasi disini memiliki arti berkenaan atau berdasarkan
perbandingan.® Jadi jika dikaitkan dengan judul penelitian ini adalah
hal-hal yang berhubungan dengan persaksian non-muslim bedasarkan

atas perbandingan antara hukum Islam dan hukum Perdata.

" Kamushukum.web.id diakses pada tanggal 13 November 2018.

& Ibnu EImi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian : Hukum Acara Perdata di Peradilan
Agama, (Malang : Setara Press, 2015), 7.

® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 584.
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Hukum Islam

Hukum Islam disebut juga sebagai Syari’ah atau yang biasa disebut
sebagai Islamic law dalam bahasa Inggrisnya yang berarti hukum Islam
yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat bagi
setiap umat Islam dimana ikatan tersebut didasari pada akidah dan
akhlak Islam. Syaria’ah adalah jalan hidup yang wajib di tempuh oleh
setiap muslim. Syariah memuat ketetapan Allah dan Rosulullah SAW.
Baik berupa laangan mupun perintah yang meliputi seluruh aspek
kehidupan manusia, baik yang berhubungan antara manusia dengan
Tuhan-Nya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan
lingkungan hidupnya.’® Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian
ini yaitu dengan menggunakan pendapat 4 madzhab atau perbandingan
madzhab.

Hukum Perdata

Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar
perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang
satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam
pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing
pihak. Sehingga dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa hukum
yang mengatur kepentingan atau perlindungan antara orang yang satu

dengan orang yang lainnya.'*

10 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 4.
! Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 1.
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Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas maka definisi dari

Status Persaksian Non-Muslim (Studi Komparasi antara Hukum

Islam dan Hukum Perdata) adalah penelitian yang mengkaji dan

menganalisis tentang status pembuktian saksi non-Muslim dengan mealui

pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata.

F. Metode Penelitian

1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
pendekatan studi hukum dogmatik atau doctrinal research yakni suatu
penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau
doktrin hukum positif yang berlaku yaitu tepatnya terhadap kedudukan
persaksian non muslim.*?> Selain itu dalam penelitian ini juga
menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Dalam perbandingan
hukum ini diperkaya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak saja
berkutat pada dalil-dalil hukum yang digunakan melainkan diperkkaya
dengan pendekatan-pendekatan lain. Dalam ruang lingkup Islam
penelitian perbandingan hukum ini dapat dilakukan dengan
membandingkan antara hukum Islam dalam bentuk perundang-
undangan suatu negara dengan negara lain, ataupun antara hukum Islam
dengan undang-undang suatu negara.*?

Jenis penelitian ini adalah termasuk kualitatif deskriptif. Disebut

kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami

'2 Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta :
Kencana, 2016), 41.

B bid., 57.
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tentang apa yang dipelajari subyek penelitian.'* Disebut deskriptif
karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat
(karakteritik) suatu pembahasan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.™
Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau
tulisan. Dalam penelitian hukum normatif penggunaan metode kualitatif
bukan merupakan suatu cara yang asing walaupun dasar-dasar yang
digunakan berbeda.'®
2. Sumber Data
Sumber data yang didapat yaitu:
a. Data Primer
Data primer yaitu data-data pokok yang didapat dari hasil
penelitian pustaka yang bersumber dari buku-buku tentang
pembuktian saksi baik dari hukum Islam maupun hukum
perdatanya. Kemudian data-data yang didapatkan di analisis
menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang ada.
b. Data Sekunder
Karena penelitian ini termasuk kepustakaan maka data
sekundernya dapat diperoleh dari jurnal-jurnal maupun internet
yang sesuai dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

4 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

1> Supranto, Metode Riset (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), him. 57.

'8 Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta :
Kencana, 2016), 40.
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis Dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.’

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik dokumentasi. Dalam penelitian hukum normatif
pengumpulan data melalui kajian kepustakaan yang bersumber dari
sumber hukum primer berupa bahan hukum Undang-undang dan kitab-
kitab hukum Islam dan literatur yang berhubungan dengan penelitian
yang dimaksud.

Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data
deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis
data yang diperoleh dari hasil dokumentasi kepustakaan, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.*®

Analisis data dalam penelitian hukum normatif berati kegiatan
untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap hukum tertulis

17 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : alfabeta, 2016)

224,

8 1bid., 244.
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tersebut untuk memudahkan dalam menganalisis dan kontruksi.* Di
dalam penelitian ini peneliti bekerja secara analitis-induktif, artinya
proses penelitiannya bertolak dari premis yang berupa norma-norma
hukum positif yang diketahu, dan berakhir sementara pada penemuan
asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi tolok ukur
pencarian asas dan doktrin adalah norma-norma hukum positif.?
Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data
yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara
ilmiah. Dari penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang
diperoleh guna mengkomparasikan data-data yang didapat yakni
tentang ststus persaksian non muslim studi komparasi antara hukum
Islam dan hukum perdata yakni dengan menggunkana literatur dan

studi pustaka.

G. Sitematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini membahas Status Persaksian Non

Muslim (Stud Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). Adapun

sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

BAB | menerangkan bab pendahuluan dengan subbab tentang latar

belakang pemilihan topik penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta

manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis,

19 Marpaung, 40.

2 |pid., 42.
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selain itu juga membahas tentang metode penelitian, dan juga sistematika
pembahasan.

BAB II: menjelaskan tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian
terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang di dalamnya termuat
persamaan serta perbedaan antara penelitian yang bersangkutan dengan
penelitian terdahulu. Selanjutnya, menerangkan tentang kerangka teori.

BAB I11: merupakan pembahsan tentang Fokus Penelitianyang pertama
yaitu tentang persaksian non muslim dalam perspektif hukum Islam dan
hukum perdata.

BAB IV: merupakan isi tentang hasil penelitian dan analisis yang
secara umum pada subbab ini menjelaskan tentang Komparasi antara Hukum
Islam dan Hukum Perdata tentang saksi non muslim.

BAB V: merupakan penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan
dari hasil penelitian, dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan

Saran-saran.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Tahun 2014 dari Andi Nur Alamsyah, Universitas Hasanudin
dengan judul Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum
Acara di Lingkungan Peradilan Agama.?* Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang suami
sehingga mengajukan tuntutan hak asuh anak dan untuk mengetahui
hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan
hak asuh anak seorang suami dimana saksi-saksinya menggunakan
saksi non-muslim. Fokus dari penelitian ini adalah terhadap keabsahan
saksi non muslim dalam praktik hukum acara Peradilan Agama, dan
terhadap kekuatan pembuktian saksi non-muslim dalam praktik hukum
acara di Pengadilan Agama.”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitattif yang dilakukan di
Pengadilan Agama Makasar dengan wawancara terhadap hakim dan
juga kuasa hukum dari pihak suami yang mengajukan tuntutan hak asuh
anak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya asas

keislaman adalah asas yang melekat pada Undang-undang peradilan

2 Repositoryunhas.ac.id dengan Judul Kedudukan Saksi non Muslim dalam Praktik Hukum Acara
di Lingkungan Peradilan Agama diakses pada 14 Januari 2018 06:14 WIB.

22 Repositoryunhas.ac.id dengan Judul Kedudukan Saksi non Muslim dalam Praktik Hukum Acara
di Lingkungan Peradilan Agama diakses pada 14 Januari 2018 06:14 WIB.
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agama yang mempunyai makna bahwa pihak-pihak tundik pada dan
dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan
Agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah
yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dilingkungan
Peradilan Agama. Saksi non Muslim di Pengadilan Agama dapat
diterima. Antara saksi muslim dan saksi non Muslim kedudukannya
diperlakukan sama. Namun jika dalam satuwaktu terdapat saksi muslim
dan non muslim maka, yang di utamakan terlebih dahulu adalah saksi
yang beraga Islam.
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian
sekarang adalah sama-sama membahas tentang saksi non Muslim
namun penelitian terdahulu lebih fokus pada perkara di Pengadilan
Agama Makasar yang mana perkara tersebut mengenai Hak Asuh Anak
sedangkan pada penelitian yang sekarang ini adalah membahas tentang
saksi non muslim dalam konteks studi komparasi, selanjutnya
penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
field reaserch sedangkankan penelitia sekarang menggunakan metode
Library reaserch. Oleh karena itu penelitian ini menurut Peneliti

jelaslah berbeda dengan penelitian yang terdahlu.
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2. Skripsi tahun 2015 dari Nurfitriani Azis, UIN Alauddin Makassar
dengan judul Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi
Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata.?
Penelitian ini di fokuskan pada hakikat saksi non muslim di Pengadilan
Agama, kedudukan saksi non muslim menurut Ibnu Qayyim serta
kedudukan saksi non muslim menurut Hukum Acara Perdata.

Penelitian ini meggunakan metode penelitan kualitatif deskriptif
dengan pendekatan yuridis dan historis. Dalam pengumpulan datanya
penelitian ini  menggunakan metode library reaserch yakni
menggunakan dokumen atau literatur-literatur yang sesuai dengan judul
tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) hakikat saksi non
muslim di Pengadilan Agama sama dengan pengadilan umum namun
ada penambahan pokok-pokok tertentu saja. Dipengadilan Agama
dalam Islam diterimanya kesaksian seseorang yaitu baligh, Islam,
Merdeka, dan Adil. 2) Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat
kesaksian seorang non Muslim, seperti dalam keadaan darurat dan tetap
berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, ketentuan dalm kaidah
fighiyah dan kondisi yang hidup dalm masyarakat. Karena peristiwa
yang terjad dalam masyarakat Islam bisa saja dilihat dan disaksikan

oleh orang non muslim. 3) saksi non muslim di Pengadilan Agama

28 Nurfitriani Aziz, “Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu
Qayyim dan Hukum Acara Perdata”, (Skripsi, UIN Alaudddin, makassar, 2015).
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dalam hukum acara perdata dapat diterima persaksiaannya sepanjang
menyangkut kejadian untuk memperjelas perkara tersebut.
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara Peneliti yang terdahulu dengan peneliti
sekarang adala sama-sama membahas tentang saksi non-Muslim
menurut hukum perdata/hukum acara perdata dan metode penelitiannya
sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Sedangkan perbedaannya adalah  penelitian  sekarang
menggunganakan komparasi antara Hukum Islam dengan hukum
perdata sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada pendapat Ibnu
Qayyim, selanjutnya penelitian sekarang lebih fokus pada perkara-
perkara perdata baik yang ada di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan
Agama sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada Pengadilan
Agama. Oleh karena itu penelitian ini jelaslah berbeda dengan
penelitian yang terdahulu.

3. Skripsi tahun 2017 dari Jusnia Erni Fitri, UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh dengan judul Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam
Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam.?* Secara
khusus penelitian ini mengkaji tentang kehadiran saksi non Muslim
dalam prosedur perceraian menurut hukum Islam. Adapun fokus
penelitian dari skripsi ini adalah pertama, bagaiman kedudukan

keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau dari

2 http;//repository.ar-raniry.ac.id diakses pada tanggal 14 Desember 2018 08:43 WIB.
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fiqih?, kedua kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur
perceraian menurut hukum perdata?.

Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan library reaserch. Hasil dari penelitian ini adalah hukum
perdata menerima kesaksian non muslim sebagai alat bukti walaupun
menyangkut kepentingan orang Islam. Di dalam hukum perdata rosedur
perceraian dengan saksi non Muslim dapat diterima kesaksiannya jika
mengetahui, melihat, mendengar secara langsung peristiwa dan dalam
memberikan kesaksian harus memewuhi sysarat formil dan syarat
materil, juga, saksi bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang.
25

Para figaha’ menolak secara mutlak kesaksian non muslim baik
dalam hal apapun baik itu dalam prosedur perceraian, hal ini didasarkan
bawha orang non muslim bukalah orang yang bersifat adil dan juga
bukan termasuk orang yang ridho kepada kaum muslimin. Kedudukan
saksi non Muslim bukan sebagai alat bukti, karena fugaha’ sepakat
dalam menerima kesaksian harus beragama Islam.

Persamaan dan Perbedaan

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang saksi non
muslim, hanya saja berbeda dalam fokus penelitiannya jika peneliti
yang sekarang lebih fokus pada studi komparasi terhadap hukum Islam

dan Hukum perdata sedangkan pada penelitian terdahulu hanya fokus

% http;//repository.ar-raniry.ac.id diakses pada tanggal 14 Desember 2018 08:43 WIB.
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pada perspektif Hukum Islamnya saja, selanjutnya penelitian terdahulu
fokus pada perkara perceraian sedangkan pernelitian yang sekarang
tidak terbatas pada perkara perceraian saja melainkan perkara-perkara
perdata secara umum. Oleh karena penelitian ini berbeda dengan
peneitian terdahulu.

4. Skripsi tahun 2016 atas nama Dian Aryani Kusady, dari Universitas
Hasanuddin Makassar yang berjudul Peranan Keterangan Saksi
Verbalisan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi
Kasus Putusan Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Makasar).? penelitian ini
secara umum membahas tentang alasan penggunaan saksi verbalisan
dalam proses pengadilan serta untuk mengetahui sangkalan saksi dalam
persidangan perkara Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadilan Negeri Makassar. Data
dalam skripsi in diperoleh dengan mengaalisis kasus ptusan, dengan
mengumpulkan data dan landasa teori dengan mempelaari buku-buku,
karya ilmiah, artikel-artikel dan praturan perundangan-undangan yang
berkaitan dengan masalah objek penelitian, serta mengambil data secara
langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara
kepada hakim yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil
antara lain : 1) penggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian

perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang

%8 http;//core.ac.uk.id diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, 10:00 WIB


http://core.ac.uk.id/
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pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada
berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari
pihak penyidik menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang
dinyatakan disidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang
telah dinyatakan dihadapan penyidi, atau terdakwa menyangkal serta
menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara
penyidikan, maka dengan keadaan —keadaan yang demikian itulah yang
dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi
verbalisan dipersidangan untuk memperjelas atau memberikan
keterangan terkait dengan kasus yang ernah ditanganinya. 2) kekuatan
pembuktian saksi verbalisan dalam membatah sangkalan saksi dalam
persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak
menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan
terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai
keterangan yang terkandung di dalamnya serta kekuatan saksi
verbalisan dalam penggunaanya tidak dapat berdiri sendiri melaikan
juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila
keerangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan
dalam membantah sangkalan dalam persidangan.
Persamaan dan perbedaan

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembuktian saksi,
namun lebih banyak perbedaannya yaitu jika judul peneiti membahas

tentang saksi non muslim, skripsi membahas tentang saksi verbalisan
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yang memang benar-benar berbeda ranah pembahasannya, selain itu
pembuktian saksi yang penelti bahas adalah terkait dengan saksi non
muslim yang ada di dalam hukum perdata sedangkan skripsi ini lebih
kepada pembuktian saksi verbalisan yang ada pada perkara pidana di
Pengadilan Negeri. Sehingga jelaslah antara penelitian terdahulu
dengan yang sekarang berbeda.

5. Skripsi tahun 2013 atas nama Ahmad Roikan, Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Salatiga denga judul Kesaksian Non Muslim
sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Boyolali.?” Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan hukum acara
yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan pelaksanaan hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Umum. Hanya saja ada penambahan
hal-hal yang poko saja yang diatur dalam hukum acra peradilan
agama.menurut kebanyakan ahli hukum Islam dalam hukum beracara
peradilan Islam bahwa serang saksi harus beraga Islam kecualai dalam
masalah wasiat ditengah perjalanan. Sedangkan pada huku acara di
peradilan umum tidak ditentukan mengenai perbedaan agama tersebut.

Adapun fokus penelitian dari sekrkipsi ini adalah fokus pada
kesaksian non muslim sebagai alat bukti perceraian, sehingga peneliti
mengetahui diterimanya saksi nonmuslim sebagai alat bukti perceraian
itu sudah sesuai dengan hukum peradilan Islam dan peraturan

perundang-undanagan yang berlaku. Dan mengetahui alasan-alasan

2" E-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 10:38.
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yang menjadi dasar hukum saksi non muslim dapat diterima sebagai
alat bukti perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan pada Sripsi ini adalah
menggunakan metode penelitian kualitatif yang memfokuskan
penelitian pada studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis dan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterangan saksi non
muslim tidak dapat diterima oleh ahli figih dan sebagian kalangan
imam-imam madzhab. Menurut hukum positif bahwa keterangan saksi
yang beda agama tidak disebutkan secara terperinci hanya saja
emnyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian
tersebut. Sedangkan menurut majelis hakim pengadilan agama Boyolali
pad dasarnya tidak menerima kesaksian non musim namun tidak
mutlak. Jika saksi non muslim tidak dapat diterima maka para pencari
keadilan akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi
harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya
mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara penilitian sekarang dan penelitian terdahulu
adalah sam-sama membahas tentang pembuktian saksi non muslim.
Sedangngkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini memfokuskan
pada keterangan saksi non muslim dalam perkara perceraian dan

menurut pendapat hakim yang menangani kasus perceraian di
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Pengadilan Agama Boyolali, sedangan skripsi peneliti lebih fokus
terhadap ketentuan-ketentuan tentang pembuktian saksi menurut hukum
Islam dan hukum acara perdatanya. Sehingga penelitian ini berbeda
dengan skripsi yang peneliti bahas.
B. Landasan Teoritis
1. Hakikat Pembuktian

Menurut Yahya Harahap, SH. Pembuktian adalah kemampuan
pemggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk
mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-
peristiwa yang di dalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum
yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempitnya, pembuktian
hanya diberlakukan sepanjang mengena hal-hal yang dibantah atau
hal-hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi
perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Menurut R. Subekti
yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para
pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang
dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh
hakim.?®

Menurut Ridwan Syahrani, pembuktian adalah penyajian alat-

alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa

28 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :
Kencana, 2005), 249.
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suatu perkara untuak memberikan kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang dikemukakan.?

Dari pengertian di atas maka Pembuktian dapat diartikan
sebagai upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim
akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak
yang bersengketa dengan lat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.®

Dalam kaitannya dengan pembuktian ini, hal tersebut
tercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdata (burgerlijk wetboek) bahwa:

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama

ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan

peristiwa-peristiea itu, sebaliknya barang siapa Yyang
mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang

lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”*"

2. Prinsip-prinsip Pembuktian

Prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian.
Semua pihak, semua termasuk hakim harus berpegang teguh pada
patokan yang digariskan prinsip dimaksud®’. Dalam proses perdata,
salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubngan hukum

yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya

hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat

2 Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 137.

% Manan, Penerapan Hukum Acara, 249.

%! |ihat KUH Perdata Pasal 1865.

% M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 497.
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menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat

tidak berhasil behasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar

gugatannya, gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil,
gugatannya akan dikabulkan.*®

Tidak semua dalil atau dasar gugatan harus dibuktikan
kebenarannya. Untuk dalil-dalil yang tidak disangkal apabila diakui
sepenuhnya oleh pihak lawan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan.

Adapun hl-hal yang tidak perlu dibuktikan dalm pembuktian adalah®:

a. Peristiwa yang diangap tidak perlu diketahui oleh hakim atau
dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim. Misalnya, dalam
putusan Verstek, dan atau keadaan-keadaan yang telah diakui, atau
dalam hal tergugat reperte (segala gugatan penggugat diserahkan
seluruhya kepada hakim).

b. Hakim secara ex officio dianggap telah mengetahui atau mengenal
peristiwanya, sehingga peristiwany atau kejadian-kejadian yang
menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
Misalnya, fakta notoir yaitu fakta-fakta yang dianggap diketahui
umum seperti hari minggu libur.

Dalam masalah pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja
yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memerikasa perkara
tersebut yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak berperkara

yang akan diwajibkan memberikan bukti. Dalam menjatuhkan beban

* Nurhayani, Hukum Acara Perdata, 139.
% Manan, Penerapan Hukum Acara, 248-250.
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pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh
berat sebelah®. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata
(burgerlijk wetboek) bahwa:
“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama
la mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan
peristiwa-peristiea itu, sebaliknya barang siapa yang
mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang
lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”°
3. Teori Beban Pembuktian
Pada dasarnya pembuktian dilakukan oleh para pihak, bukan
oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk
mengajukan alat-alat buktinya. Dalam ilmu pengetahuan terdapat
beberapa teori tentang beban pembuktiannya yang menjadi pedoman
bagi hakim, antara lain sebagai berikut®”:
a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot
affirmatief)

Berdasarkan teori ini, siapa yang mengemukaakan sesuatu
harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang
menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

b. Teori hukum subjektif
Berdasarkan teori ini, suatu roses perdata selalu merupakan

pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan

% Nurhayani, Hukum Acara Perdata, 140.
% | ihat KUH Perdata Pasal 1865.
%" Nuryani, Hukum Acara Perdata, 141.
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hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai
suatu hak harus membuktikannya.

c. Teori hukum objektif

Berdasarkan teori ini, mengajukan gugatan haka tau

gugatan berarti menggugat meminta kepada hakim agar hakim
menerapkan  ketentuan-ketentuan hukum  objektif terhadap
peristiva yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus
membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukan, kemudan
mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa yang
diajukan.

d. Teori hukum publik

Berdasarkan teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa

dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu,
hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari
kebenaran. Di samping itu, para pihak memiliki kewajiban yang
bersifat hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam
alat bukti. Kewajiban ini harus disertai dengan sanksi pidana.®

e. Teori hukum acara
Asas audi et alteram partem atau disebut juga dengan asas
kedudukan prosesuil yang sama dari pihak di muka hakim
merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan

% Nuryani, Hukum Acara Perdata, 142.
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kedudukan para pihak hingga kemungkinan menang antara para
pihak adalah sama.
Macam-macam Alat Bukti dan kekuatan pembuktiannya

Alat bukti adalah segala sesuatu bahan yang menrut undang-
undang dapat digunakan untuk membuktikan sesutu dalam dalam
suatu perkara ketika pihak lawan membantah. Mengenai alat bukti
yang diakui oleh dalam acara perdata diatur dalam Undang-undang
Perdata Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Oleh karena itu,
alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam
tahap pembuktian®*.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang,
tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-
alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim
akan mengambil keputusan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan
kebenaran formal saja*’. Adapun mengenai macam-macam alat bukti
menurut KUH Perdata buku IV Pasal 1866 yaitu*!:

a. Bukti tulisan;

b. Bukti dengan saksi-saksi;
c. Persangkaan-persangkaan;
d. Pengakuan; dan

e. Sumpah;

% Ibid., 144.
0 Ibid., 145.

*! Lihat Buku IV Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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5. Tinjauan Umum tentang Saksi
a. Pengertian Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim
di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan
salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang
tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan
alami sendiri*”.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena
keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal
dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa
yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa
yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang
berkepentingan sendiri. Para pihak yang berperkara pada umumnya
akan mencari kebenarannya sendiri. Betapa pentingnya arti
kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak
peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat
bukti tertulisnya. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan
satu-satunya alat bukti yang tersedia.

Alat bukti berupa kesaksian dalam praktik hukum acara

perdata di persidangan sangatlah penting karena berfungsi untuk

%2 Sarwano, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 224.
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menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya
perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang berperkara,
kKhususnya kejadian atau perbuatan hukum para pihak yang
pembuatanya dilakukan dibawah tangan, keberadaan saksi
sangatlah penting karena apabilah salah satu pihak yang
mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperkuat
adanya kejadian atau peristiwa hukumnya®.
b. Dasar Hukum Saksi dalam Al-Qur’an

Adapun tentang kesaksain, Allah sebenarnya mewajibkan
untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi
yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang
lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam
diwaajibkan untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan
informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya
dengan adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media
untuk menegakkan kebenaran, sehingga hak-hak orang yang benar
pun tidak dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.

Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

G5 U W ob i) e i DA EETS

*% Sarwano, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 225.
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Artinya : “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika muamalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.” (Q.S. Al-Bagarah : 2 : 282)

* Al-Qur’an, 2 : 282.
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c. Syarat-syarat Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Agama

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat
didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat
formil dan materiil. Syarat formil alat bukti saksi antara lain®*:

1) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan

2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg ada pihak-pihak
yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga
sedarah atau semenda karena perkawinan menurut garis lurus
dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu
pihak yang berperkara meskipun telah bercerai, anak-anak
dibawah umur dan orang yang tidak waras atau gila.

3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyetakan
kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan pasal
146a (4) HIR dan pasal 174 RBg orang yang berhak
mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari
salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari
kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena
jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya.

Syarat materiil alat bukti saksi antara lain:

** Manan, Penerapan Hukum Acara, 262.
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1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami,
didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang
tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada
pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang
suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil.
Keterangansaksi yang demikian dalam hukum pembuktian
disebut “testimonium de auditu”. Keterangan seperti ini tidak
punya kekuatan dalam hukum pembuktian.

2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunya sumber
pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal
171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg. Pendapat atau
persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak
bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang
dijelaskan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg“.

3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian
satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg.

Dalam pasal 169 HIR, pasal 306 RBg dan pasal 1905
KUHPerdata bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti
lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup.
Seorang saksi bukan saksi (unus testis, nullus testis). Keterangan

seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh

*® Lihat RBg Pasal 171a (1) dan 308a.
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dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari
seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang
sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat
membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya
mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada
bukti lainya.*’
d. Kiriteria Alat Bukti Saksi dalam Hukum Islam
Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam
menentukan beberapa kriteria yang esti dipenuhi seseorang yang
menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah®®:

1) Beragama Islam (Muslim), saksi dalam hal ini haruslah
beragama Islam karena syarat para fugaha’ menetapkan bahwa
kesaksian ini dapat diterima bagi kesasksian seorang beragama
Islam. Para ulama sepakat bahwa dalam penerimaan kesaksian,
tidak diperkenankan kesaksian orang kafir atas muslim,
kecuali mengenai masalah yang mereka perselisihkan yang
diperbolehkannyan dalam hal wasiat sebagaimana dijelaskan

dalam al-Qur’an surah al-Maidah (5) : 106 :
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*® |bnu EImi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian Hukum, 15.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah
seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia
akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu)
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan agama dengan
kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka
bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah
dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi
Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini
harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang),
walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami
Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya
Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-
orang yang berdosa.”

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
landasan hukum yang dijadikan oleh mayoritas fuqaha’ telah
jelas dimana mereka mendasarkan terhadap kesaksian non
muslim di perbolehkan hanya tebatas pada masalah tertentu
sesuai yang tersiat di dalam ayat tersebut yakni masalah wasiat.
Termasuk saksi yang adil, karena dengan sifat adil ini seorang
saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak
memihak pada salah satu yang berperkara.

Baligh yakni dapat mebedakan yang benar dan yang salah serta

yang baik dan yang buruk.

* Al-Qur’an, 5 : 106.
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Berakal yakni dapat berfikir dan memberikan keterangan
dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun
gila.

Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu,
setidaknya saksi dapat menuliskan kesaksiannya.

Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan
masih dapat menerangkannya ketika diminta keterangan.
Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang
diduga terlibat kasus baik kasus hukum ataupun kasus etik.

Disamping syarat-syarat yang disebutkan diatas seorang

saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi

diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi

seseorang diterimanya persaksian adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Hubungan keluarga (kerabat) orang tua terhadap anaknya juga
suami terhadap isterinya, atau sebaliknya

Permusuhan

Tuhmah, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang
disaksikannya yang mendorong timbulnya prasangka. Atau
dengan melaksanakan persaksian, saksi akan memperoleh

keuntungan, misalnya persaksian buruh terhadap majikannya.

Tentang keterangan saksi yang diragukan itikad baiknya

karena ada unsur kecintaan (senang) kepada orang Yyang
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disaksikannya, para ahli hukum Islam sepakat untuk menerima
keterangan saksi tersebut. Para ahli hukum Islam masih berbeda
pendapat tentang seorang yang adil dan diragukan itikad baiknya
karena ada unsur kecintaan dan kebendaan yang disebabkan
permusuhan duniawi seperti masalah harta. Sebagian ahli hukum
Islam menolak kesaksian yang demikian itu, tetapi sebagian ahli
hukum Islam yang lain dalam beberapa perkara tertentu menerima
kesaksian tersebut. Hal-hal yang telah disepakati adalah menolak
kesaksian antara ayah terhadap anaknya demikian juga sebaliknya,
sedangkan yang diperselisinkan adalah persaksian suami kepada
isterinya demikian juga sebaliknya. Terhadap hal yang terakhir ini
Imam Malik menolak kesaksiannya, sedangkan Imam Syafi“l dan
Imam Malik menolak kesaksiannya. lbnu Abi Laila berpendapat
bahwa diterima kesaksian suami terhadap isterinya tetapi tidak
sebaliknya.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa yang terjadi antara
orang-orang yang berpekara, atau lebih dikenal dengan pihak-
pihak yang berperkara. Maka dalam Hukum Acara Perdata dikenal
adanya asas hukum pembuktian, yang merupakan pelengkap
terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat. Karena
pembuktian itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam kita
undang-undang hukum perdata 1865 BW:

“Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun



40

membantah suatu orang lain, menunjukkan pada suatu

peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau

peristiwa tersebut>

Banyak peristiwa diantara orang Islam yang kebetulan
disaksikan oleh orang nonmuslim apabila ia tidak dibenarkan
memberikan kesaksian di pengadilan tentu orang Islam akan
menderita rugi. Seperti terjadinya cek-cok antara suami isteri
dalam rumah tangga yang menyaksikan adal tetangganya yang
kebetulan non muslim, sedangkan saksi lain tidak ada. Apabila
saksi non muslim tidak diterima atau salah satu di antara mereka
ada yang dirugikan.>

Hukum menjadi saksi adalah fardhu’ain. oleh karena itu,

manakala seorang dipanggil menjadi saksi dalam suatu perkara

maka ia wajib memenuhi panggilan itu.

50 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW (Ctk, ke-XIX;
Jakarta: Pradnya Paramitha,2006,) 419.

*1 Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama (Ctk, ke-1V:
Jakarta: Kencana, 2006),371.



BAB Il
STATUS PERSAKSIAN NON MUSLIM MENURUT HUKUM

ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Persaksian Non Muslim Menurut Hukum Islam

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahidah bagi
saksi perempuan dan syahid bagi saksi laki-laki. Kebannyakan para ahli
hukum Islam membedakan syahadah dan syahid dengan bayyinah. Bayyinah
adalah memberikan keterangan sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap
suatu peristiwa. Untuk mendpatkan keyakinan hakim terhadap suatu
peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian
peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri,
serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa.>®

Saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia
lihat dan alami sendiri dan tidak memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu
(dhan). Jika ia memberikan Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap
suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui
kejadian peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami
sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa. Saksi
tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan
alami sendiri dan tidak memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu (dhan).

Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan

%2 sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Perdilan Agama di Indonesia,(Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), 135.
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maka perbuatan itulah yang harus dilihat secara nyata, demiikian juga hal-hal
yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri
secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi
atau satu orang saksi tetapi ada perlu adanya bukti yamg lain, kecuali dalam
hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian istifadhah sebagaimana
yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam®.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka pengadilan.
Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada
majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan
dialami sendiri oleh saksi.

Dalam hukum pembuktian, status saksi ada kalanya ia menempati
sebagai syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia
menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan
yang disebutkan terakhir ini Kita harus menggunakan saksi di situ sebagai
syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup di dalam
syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum,
otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.
Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam
persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada perlu mendapat sorotan yaitu
kesaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan
karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi hal tersebut dalam

penyelasaian suatu perkara.

%3 |bid, 136.
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Ada beberapa perbedaan pendapat Madzhab terkait persaksian dalam
beberapa aspek antara lain :
1. Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tetang wasiat dalam
musafir
Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan
menerima kesaksian orang kafir terhadap wasiat yang dilakukan oleh
orang Islam pada waktu musafir karena tidak adanya orang Islamu
ntuk menjadi saksi. Mereka berpegang kepada firman Allah SWT.
Surat al-Maidah ayat 106 yang artinya:
“ “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan
kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah
sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi
Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang
sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib
kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian
Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk
orang-orang yang berdosa."
Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak dapat menerima kesaksian
orang kafir terhadap orang Islam secara mutlak. Mereka berpegang
kepada sifat saksi yang ditegaskan oleh Allah SWT. dalam surat al-

Bagarah ayat 2 yaitu adil dan termasuk golongan Islamy ang diridhai.

Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang adil, bukan golongan
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Islam dan orang kafir adalah manusia paling fasik dan mendustakan
Allah, apalagi terhadap manusia, tentu lebih tidak dapat dipercaya.**
Adapun surat al-Maidah ayat 106, menurut pendapat mereka
tidak mengisyaratkan bolehnya saksi orang kafir dalam masalah
wasiat sewaktu musafir, mereka mengemukakan bahwa kalimat “min
kum” dalam ayat tersebut artinya yakni dari keluargamu, bukan
berarti orang yang seagama dengan kamu. Juga kalimat “min ghaira
‘asyiratikum” diartikan dengan makna selain keluarga kamu, bukan

orang yang tidak seagama dengan kamu.

2. Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam diwaktu darurat
Berdasrkan ayat : 106 suratal-Maidah, lbn Taimiyyahdan
Imam Ahmad membenarkan kesaksian mereka dalam semua keadaan
darurat yang terjadis5. Jika diteliti nas-nas yang berhubungan dengan
masalah kesaksian, ternyata ada perkara yang tidak mensyaratkan

saksi itu harus orang Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

Eo.};°/

a0l 13 1 53¢y,

Artinya :..Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. (Q.S. Al

Bagarah : 282).>°

** Syarbaini, Mughni al-Muhtaj,(Mesir : Maktabah at-Tijariyyah, 1955 M/ 1374 H), juz IV,hal.
420. Lihat juga ; Muhammad bin Idris as-Syafi’i,al-Umm, (Beirut-Libanon ; Dar al-Kitab al-
lImiyah, tt.), jilid V11, hal. 87-88.

% Ali asy-Syaisy, TafsirAyatal-Ahkam,( Mesir :Muhammad Ali Shubaih, 1953), juz I1, hal.226.

% Al-Qur’an, 2 : 282.
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“2ale PR ;.gj;:j ) aB3 138

Artinya : ...Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang

penyerahan itu) bagi mereka. (Q.S. an Nisa’ : 6)”

| 53505 a5 hamn b 88 ) i haay (A Sala (elal (el 13
To 3 og .2 [ J.l. g _ )& e wE - °o. o <
Al e OIS a ty Ja 5) 2805° 4 B3l adly 2 Jie (553

Boda A Jadoail 35 0as® aledl 25l

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran
dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia

akan mengadakan baginya jalan keluar.” (At Talaq : 2)®

> Al-Qur’an, 4 : 6.
% Al-Qur’an, 65 : 2.



46

Dengan mengkompromikan ketiga ayat diatas, dapatlah diambil
suatu kesimpulan bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Islam
dalam keadaan darurat dapat diterima dalam masalah perdata, kecuali
yang berkenaan dengan hukum perkawinan.

3. Kesaksian orang kafir terhadap sesamanya

Dalam masalah ini mazhab Hanafi membolehkannya, karena
Nabi Muhammad SAW. Pernah melaksanakan hukuman rajam
terhadap seorang Yahudi yang berbuat zina, atas kesaksian orang
Yahudi yang lain. Disamping itu mereka beranggapan bahwa semua
agama kafir berada dalam satu kelompok.

Pendapat mazhab Hanafi dalam hal ini didukung oleh
Muhammad Salam Madzkur dengan pendapatnya :

“Kesaksian itu dapat diterima selama kebenaran dan

kepercayaan padadiri saksi dapat diperpegangi, dimana hal ini

dapat terwujud pada diri rangkafir yang di dalam kekuasaan

dan di bawah perlindungan ( kafir zimmi).Maka pantaslah

diterima kesaksian diantara sesama mereka, baik yangberbeda

agama dan berbeda bangsa maupun yang seagama dan

sebangsa,sebagaimana bolehnya kesaksian mereka terhadap

orang islam dalam peristiwa yang tidak ditentukan oleh nash

syara’ tentang syarat-syarat kesaksiannya.”

Sedangkan bagi mazhab yang lain, tetap tidak dapat menerima
kesaksian orang kafir walaupun terhadap sesama kafir.

Sehubungan dengan persyaratan bahwa seorang saksi harus

beragama Islam, para fuqaha’ berbeda pendapat tentang kesaksian

% Muhammad Salam Madzkur,al-Qadha’ fi al-1slam,( Kairo : Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah,1964 ),
hal. 83.
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seorang hamba sahaya. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa saksi itu
harus orang yang merdeka.60

Sedangkan Dawud az-Zhahiri dalam hal ini berpendapat
:Kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada prinsipnya
yang disyaratkan hanyalah sifat adil, sedangkan status kehambaan
tidak membawa pengaruh untuk menolak kesaksiannya, kecuali jika
hal ini telah ditetapkan al-Quran, Sunnah, atau Ijma’. 61

Demikian juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang hamba
dapat menjadi saksi dengan alasan bahwa seorang hamba dibebankan
kepadanya keawjiban-kewajiban seperti shalat, puasa dan bersuci dan
juga diharamkan kepada mereka makanan dan minum yang haram
sebagaimana diharamkan kepada orang yang merdeka, sehingga
nyatalah bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka

dengan hamba.

B. Persaksian Non Muslim Menurut Hukum Perdata

Secara umum pembuktian dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata,

sebagai berikut:

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi

3. Persangkaan (dugaan)

8 Muhammad bin Idris as-Syafi’i,al-Umm, (Beirut-Libanon ; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), jilid

VII, 60.

®! |bn Rasyid,Bidayah al-Muijtahid, ( Mesir ; Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960), juz 11, hal.463.
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4. Pengakuan
5. Sumpah

Secara khusus alat bukti saksi diatur dalam buku Il Bab Il tentang
pembuktian dengan saksi Pasal 1895-1912 KUH Perdata. Tidak selamanya
sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta saja.
Dalam kenyataanya bisa terjadi apabila Penggugat sama sekali tidak
memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya, atau alat
bukti yang ada belum mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti
tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulan pembuktian tulisan.
Adapun jangkauan kebolehan penerapan pembuktian dengan saksi dalam
hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 189 KUH Perdata sebagai berikut:®

“pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang
tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Jadi, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis
sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentuan lain
seperti halnya suatu sengketa hanya bisa diselesaikan dengan akta atau alat
bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Selain itu, di
dalam Pasal 1902 disebutkan bahwa:

“dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan
tulisan, diperkenankan memerintahkan pembuktian dengan saksi, bila
ada suatu permulaan pembuktian tertulis, kecuali jika tiap pembuktian
tidak diperkenankan selain tulisan. Yang dinamakan pembuktian
permulaan tertulis alah segala akta tertulis yang berasal dari orang
yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang

diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa
hukum yang diajukan oleh seseoran sebagai dasar tuntutan itu.”

82 ihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 3 BAB 111 Pasal 1895.
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Dari Pasal 1902 tersebut dapat dijelaskan bahwa selain pembuktian saksi
itu diperbolehkan dalam segala hal kecuali ditentukan lain oleh undangan-
undang, namun juga pembuktian saksi itu juga diterapkan untuk
menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan.

Adapun dalam pembuktian saksi itu sendiri harus ada hal-hal yang perlu
diperhatikan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1905 sampai dengan
Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun
bunyi pasal tersebut adalah®:

Pasal 1905

“keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadila
tidak boleh dipercaya”

Pasal 1906

“jika kesaksian-lesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa
terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun
menggunakan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan
hubungan satu sama lain, maka hakim menurut keadaan, bebas untuk
memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri
sendiri itu.”

Pasal 1907

88 Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1905 sampai 1912.



50

“tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi
mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh
dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.”

Pasal 1909

“semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian
di muka hakim. Namun, dapataln memintadibebaskan dari kewajiban
memberikan kesaksian:

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis
kesamping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu
pihak;

2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus
takterbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan
suami atau isteri salah satu pihak;

3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya
diwajiban undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya
mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan,
pekerjaan dan jabatannya itu.

Pasal 1910

“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus,
dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya,
sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan
semenda cakap untuk menjadi saksi;

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
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2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku
kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak
belum dewasa;

3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat
menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua
atau perwalian;

4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-
perkara ii, mereka yang disebukan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2,
tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan
kesaksian.

Pasal 1911

“tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan
menerangkan apa yang sebenarnya.”

Pasal 1912

“orang yang belum ganap lima belas tahun, orang yang berada dibawah
pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas
perintah hakim telah dimasukan didalam tahanan selama perkara diepriksa
Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.”

“hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada
dibawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu
penyumpahan, tetapi kterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai

penjelasan.”
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“Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu
telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua
disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh
menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk
kearah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya

pembuktian bisa.”



BAB IV
KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM

PERDATA TERHADAP PERSAKSIAN NON MUSLIM

A. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Persaksian
non Muslim

Hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam
masyarakat, bukan ius constitutum dan bukan pula ius constituendum.
Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan
tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi®.

The living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu
hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat. la berpengaruh
dalam kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan
mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara. Hukum yang
hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah
satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis adalah antara lain melalui
fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau institusi lain yang dianggap
mempunyai otoritas dalam masyarakat®™. Dalam Indonesia sendiri hukum
Islam sangat berpengaruh.

Di dalam lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam

yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi

8 E Aulia, Jurnal:Kodifikasi Hukum Islam Sebagai lus Konstituendum Terhadap Living Law yang
Hidup di dalam Masyarakat, (Jurnal UTU, 2019), 4.
% oc.cit.
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seseorang. Adapun asas-asas tersebut di antaranya adalah asas kebolehan
atau mubah. Asas ini menunjukan kebolehan melakukan semua hubungan
perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut
tidak dilarang oleh Al-Qur’an dan As-Sunah. Dengan kata lain, bahwa pada
dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali
kalau telah di tentukan lain Dalam Al - Qur’an dan As-Sunnah.

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum
pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari
kebenaran fakta dari suatu peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh
penggugat dalam menuntut haknya. Salah satu bukti dalam hukum adalah
pembuktian.

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi
adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri persitiwa atau
kejadian.®® Pengertian saksi yang mempertanggung jawabkan, karena dia
menyaksikan sesuatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya.
Sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang
yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan
suau hak terhadap orang lain.

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam
segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain seperti pembuktian
persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

perjanjian kawin. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari

% Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), 981.
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seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap
saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada
keterangan satu orang saksi.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi
kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang
disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan
sampai ia mengetahui dengan benar suatu peristiwa tersebut. Kesaksian
harus mengenai peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri, dan
selain itu harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain.®’

Dalam Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan
seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai
pembuktian yang cukup®®. Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti
lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti.
Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang
sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat
membebani sumpah pada salah satu pihak, jika piha itu hanya mengajukan
seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya. Pada dasarnya saksi baru
diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang
lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang
menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada
yang kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang

harus dibuktikan kebenarannya dimuka sidang pengadilan.

8" Nur Solikin, Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia (Jember: STAIN Jember Press,
2014), 183.
% Lihat Pasal 1905 KUH Perdata.
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Saksi sebagai alat bukti memiliki dasar hukum yang kuat. Alat bukti
kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, pasal 165-179 RBg,
1895 dan 1902-1912 BW. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus
tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat
atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.
Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR dan pasal 308 ayat 2
RBg, 1907 BW. Bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan
pribadi terdapat dalam pasal 140 ayat 1 HIR, pasal 166 ayat 1 RBg dan
pasal 148 HIR, pasal 176 RBg®. Dari dasar-dasar tersebut sudah jelas
bahwa sesungguhnya untuk status agama dari personal saksi itu sendiri tidak
menjadi permasalahan secara khusus. Sedangkan di dalam Islam itu sendiri
mayoritas pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi’i ataupun
Imam Ahmad Ibn Hanbal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau
transaksi adalah saksi yang beragama Islam, sehingga apabila dalam suatu
akad atau transaksi ada yang disaksikan oelh orang dari golongan non-
muslim maka kesaksiannya dianggap tidak sah.™

Jika dilihat dari syarat-syarat pembuktian saksi di pengadilan Agama.
Maka saksi harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil
alat bukti saksi antara lain’":

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Kesaksian

tersebut baru bernilai apabila diucapkan di Pengadilan secara satu

8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :
Kencana, 2005), 261.

™ |bnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan
Agama Islam, (Malang : Setara Press, 2015),15.

™ Manan, Penerapan Hukum Acara, 262.



57

persatu untuk memberikan keterangan. Hal ini sesuai dengan Pasal
144 HIR / 171 RBg yang intinya para saksi yang hadir pada hari
yang ditentukan dipanggil ke dalam persidangan seorang demi
sorang yang kemudian hakim juga menanyakan identitas saksi serta
apakah saksi memiliki hubungan perkerjaan dengan yang
disaksikan."

Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg ada pihak-pihak yang
dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau
semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang
berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak yang berperkara
meskipun telah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang
tidak waras atau gila.

2. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyetakan
kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan pasal 146a
(4) HIR dan pasal 174 RBg orang yang berhak mengundurkan diri
sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang
berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai
derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan
menyimpan rahasia jabatan.

3. Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang

sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya

2 Helmi, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata, 18.
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(voir dire) sesuai dengan agama yaang dianutnya.” Hal itu sesuai
dengan Pasal 147 HIR/175 RBg yakni :

“apabila orang tidak meminta dibebaskan daripada memberikan
kesaksian atau jika permintaan untuk dibebaskan tidak beralasan,
maka sebelum saksi itu memberikan keterangan lebih dahulu harus
ia bersumpah menurut agamanya.”

Syarat materiil alat bukti saksi antara lain:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami,
didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak
didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman,
pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa,
dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangansaksi yang
demikian dalam hukum pembuktian disebut “testimonium de auditu”.
Keterangan seperti ini tidak punya kekuatan dalam hukum
pembuktian.

2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunya sumber pengetahuan
yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171a (1) HIR dan
pasal 308a (1) RBg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun
berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah
sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a

(1) RBg"™.

" Helmi, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata, 18.
™ Lihat RBg Pasal 171a (1) dan 308a.
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3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg.

Dalam pasal 169 HIR, pasal 306 RBg dan pasal 1905
KUHPerdata bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti
lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup.
Seorang saksi bukan saksi (unus testis, nullus testis). Keterangan
seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh
dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari
seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang
sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat
membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya
mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada
bukti lainya.”
Apabila syarat-syarat formil dan materiil telah dipenuhi oleh seorang saksi,
maka hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesui dengan nalurinya dan
hakim tidak terikat dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan
dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa syarat seorang saksi di atas baik syarat-syarat formil maupun
materiil apabila dihadapkan dengang syarat-syarat yang dirumuskan dalam
hukum Islam, tampaknya keduanya sejalan dan beriringan tanpa adanya

perbedaan yang bersifat prinsip. Hal ini memunculkan kepercayaan bahwa

" Manan, Penerapan Hukum Acara, 263.
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hukum yang katanya hasil kontruksi pakar hukum barat ini sebenernya telah
dikontruksikan atau telah diijtihadkan oleh pakar hukum Islam berabad-
abad sebelum adanya kontruksi hukum barat. Sehingga, dapat dikatakan
bahwa al Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam selama lima belas
abad lalu tentang kesaksian dan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan

pada bahasan makna ayat kesaksian dan beberapa kriteria menjadi saksi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

1. Status Persaksian non Muslim menurut hukum Islam terdirindari tiga
aspek, yaitu Pertama, Imam Hanafi dan Imam Ahmad lbn Hambal
membolehkan persaksian Non Muslim terhadap orang Islam terhadap
perkara wasiat dalam musafir sedangkan Imam Syafi’l dan Imam
Maliki tidak dapat menerima secara mutlak. Kedua, dalam hal
persaksian non muslim terhadap orang Islam dalam keadaan darurat
Imam Ahmad Ibn Hambal membenarkan termasuk perkara
keperdataan kecuali perkawinan sedangkan Imam Syafi’l, Imam
Maliki, dan Imam Hanafi tidak membenarkan. Ketiga, Imam Hanafi
membolehkan dalam hal persaksian sesama non muslim sedangkan
Imam Syafi’l, Imam Ahmad Ibn Hambal, dan Imam Maliki tetap tidak
menerima kesaksian non muslim meskipun sesam non muslim .
Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata itu sendiri keudukan saksi
non Muslim tidak dijelaskan dan tidak dibahas secara terperinci
namun, dalam Pasal 1911 KUH Perdata hanya dijelaskan sebatas saksi
yang harus dsumpah menurut Agamanya masisng-masing sebelum
menyampaikan keterangannya.

2. Komparasi antara hukum Islam dengan Hukum Acara Perdata terhadap

Persaksian non Muslim adalah adanya asas-asas hukum Islam yang
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menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi
seseorang yang diterapkan oleh hukum perdata yaitu asas kebolehan
atau mubah, selain itu dalam hukum Islam juga sama-sama
menerapkan asas unus testis nullus testis artinya satu saksi tidak bisa
dijadikan sebagai saksi oleh karenanya saksi harus lebih dari satu.
Dalam hal pembuktian baik menurut hukum Islam Maupun Hukum
Acara Pedata Pembuktian saksi saja tidak cukup melainkan harus
ditambah dengan alat bukti lainnya.
B. Saran

1. Sesuai dengan perkembangan zaman di negara ini bukan hanya dihuni
orang yang beragama Islam saja, tetapi ada juga yang beragama selain
Islam yang tinggal dinegara ini. Saksi non muslim hendaknya dapat
membantu memberikan kesaksian terhadap orang Islam baik di
Pengadilan Agama sebagai alat bukti begitu pula di Hukum Acara
Perdata yang tidak mensyaratkan seseorang untuk beragama Islam.
Asalkan memenhui syarat sebagai seorang saksi seperti adil, dewasa,
berkata jujur, dan waras.

2. Hakim Pengadilan hendaknya memberikan putusan yang cermat
terutama dalam meneliti saksi untuk mencapai keadilan bertujuan untuk
menyingkap tabir yang menutupi tabir kebenara dalam mencari
keadilan ditingkat Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

Karena dalam era modern seperti saat ini tidak semua perkara
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disaksikan oleh orang Islam saja melainkan kemungkinan-kemungkan

disaksikan oleh orang selain Islam bisa terjadi kapan saja.
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